PublikA, Jurnal S1 IiImu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013
http://jurmdfis.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisiountan.co.nr

KURANGNYA SUMBER DAYA DALAM PROSESKEBIJAKAN PENCATATAN KELAHIRAN
PADA DINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANDAK

Kunayah. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas |Imu Sosial dan IImu Palitik
Universitas Tanjungpura. Pontianak. 2013. E-mail : nhaya borneo@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan mengenai pencatatan kelahiran yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten landak adalah sumber daya yang ada untuk mendukung proses pelaksanaan kebijakan
pencatatan kelahiran belum memadai. Belum memadainya sumber daya tersebut memberikan pengaruh
dalam pendistribusian kutipan akta kelahiran kepadasmasyarakat. Kebutuhan masyarakat dalam membuat
akta kelahiran sering dalam waktu ang-mendadak WaktUr yang mereka gunakan apabila ingin mencari
pekerjaan dan melanjutkan pgmdl dikan, sehingga para pegaWai. kewalahan dalam menanganinya.
Penulisan artikel ini bertuu,m untuk mengetahui kecukupan sumber dayanada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Kébupaten Landak dalam proses”pelaksanaan kebijakan pencatatan kelahiran.
Pendekatan yang_digunakan merupakan.anaisis kualitatif deskriptif. Pelaksanaahskebijakan pencatatan
kelahiran yang* dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan'Sipil Kabupaien Landak sudah
cukup baikynamun dari-segi pelaksanaannya masih ada kekurangan, seperti kekurangan, sumber daya
manusi ay* ‘sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan, sehingga mengakibatkan keterlambatan
dalam* ‘mendistribusikan kutipan akta kelahiran kepada masyarakat. Melalui penulisan ini, agar proses

epdatatan kelahiran terus dilakukan, sehingga masyarakat yang belum memiliki_akta kelahiran dapat
%gera membuat akta kelahiran atau dengan katalain dapat mem|I|k| akta kelahiran.
Iﬂ.iata kunci. : Pencatatan Kelahiran, Sumber Daya-Kurang Memadai, Proses Pelaksanaan

Pencatatan Kelahiran. 6y '
|

] .,J d I' | d

1 f\B%RAFsT
Issueﬂ . regarding the recording of births tﬁ'af oepurf’eb in the Department of Population and Civil
Reg|str-at|on of Landak Digtrict is existing resources to support the implementation process of birth
reglstrarﬁon has not been adequately. The inadequaCy of the resources in the distribution of citation impact
birth certificate to the public. Needs of the community in making a birth certificate is often,the time that
sudden. TiT’-‘ge they use if you want to find"ajob and continuimgeducation, so employees oyverwhelmed in
handling it. Writing this article aims to determine the adequacy resourceson the Departmen of Population
and Civil Registration of Landak District in_implementation process.of birth registrétion policy. The
approach used is descriptive qualitative anaysis. The results showed that the implementation of birth
registration policys implemented by the Department of Population and Civil Registration of Landak
District is quite gooa but-in.terms of implementation there are still shortcommgs such as lack of human
resources, budget resources and equipment-resources;-resulting in delays in distributing quote a birth
certificate to the public. Through this writing, that the process of birth registration policy implementation
continues, so that people who does nt have a birth certificate in the society can immediately create a birth
certificate or in other words to have a birth certificate.

Key Words : Birth Registration, Inadequate Resources, Implementation Process Of Birth Registration.

Kunayah 1
Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura



PublikA, Jurnal S1 IiImu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013
http://jurmdfis.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisiountan.co.nr

PENDAHULUAN

Guna menertibkan administrasi
kependudukan khususnya mengenai pencatatan
kelahiran diperlukan suatu kebijakan untuk
memberikan perlindungan, dan pengakuan
penentuan status pribadi serta status hukum.
Kebijakan ini terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 27 Ayat (1) dan

Ayat (2) serta terdapat dalam Peraturan Daerah I

Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2010 Pasal
63-68 tentang Pencatatan Kelah]ran Sedangkan
tentang perwaratan daﬁ' tata cara pendaftaran
penduduk dan .:pencatatan Sipil - diatur dalam
Peraturan Presden Republik Indonesa No. 25
Tahun, 2()08 , '

,,»"'; Masalah*“mehgenai pencatatan kel &hiran
yang terjadi~di Dinas Kependudukan dan

P?ncatatan Sipil Kabupaten Landak antara Iam
adalah sumber daya manusia dalam mempros&q
perbuatan akta kelahiran kurang mencukupl |

sun’iber daya anggaran untuk pelaksa\daanI ! ""' enerima  dan
pencatatan kelahiran kurang memadai, _ﬂani
sumbéh daya peralatan (fasilitas) untuk o
mendulitmng proses pencatatan kelahiran kurang Lﬁ:

memadai. '

Keteri‘ambatan mempros& permohonan
masyarakat Untuk  membuat K&ty s Tanda
Penduduk (KTF;)','-_Ifartu Keluarga (KK), dan
Akta Pencatatan Sipil tidak tntuk-disengaia, hal
tersebut disebabkan masalah teknis pelayanan.
Masalah teknis tersebut dapat terjadi karena
faktor sumber daya manusia yang ada di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Landak, faktor waktu, dan faktor masyarakat
Kunayah

pemohon untuk membuat KTP, KK, dan Akta
Pencatatan Sipil. Faktor penyebab dan kondis
sumber daya manusia di dinas, jumlah pegawai
dan operator yang memproses KTP, KK, dan
Akta terbatas. Jumlah pegawai/operator bidang
pencatatan sipil ada 5 orang, operator komputer
memproses akta kelahiran, akta perwakinan,
akta kematian, akta perceraian, akta
pengangkatan anak, menerima dan mengkoreksi
;')é'r'sya_r_ggan permohonan akta 3 orang. Batas
kemameéﬁ‘bpaanr komputer memproses Akta
Keahiran 25 pemohon‘ Akta Kelahiran rata-rata
dalam 1 hari kerja 100 pemohon berarti Akta
Kelahlran yang tidak bisa ™ dlproses 75
Akta/pemohon Akta Kélahiran setiap*hari, juga
batas maksmal operator. Akta Perkawi nén dan
pencatatan Buku Register” Akta (Adli Akta)
Iaperan perkawinan  dan pengumuman
pencatatan perkawinan 5 "pemohon _Akta
Perkawinan setiap hari dan 1 orang pe_glgawai

mengoreksi pers;;araman

lbermohonan Akta Perkawinan dan Aktalainnya.

(http //kapuaspostlandak.blogspot. coml2010/08/
kadls-dukcaplI-klarlflkas-pemeberltaan.html).
Fokus permgsal ahan : Sumbérdaya dalam

* Proses “-Implementasi Kebijakén Pencatatan

Kelahirann. Pada Dinas K_e;';endudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupgteﬁ Landak. Rumusan
masalah._.-Bagai man'a_Kecukupan Sumberdaya
Kebijakan
Pencatatan Kelahiran Pada Dinas K ependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak?.

Tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan

Dalam Proses Implementasi

artikel ini adalah untuk mengungkapkan dan
2
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menganaliss sumberdaya dalam  proses
implementasi  kebijakan pencatatan kelahiran
pada Dinas K ependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Landak.

TEORI
PUBLIK
Sebagai suatu disiplin  ilmu, Illmu

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Administrasi Negara memiliki beberapa di mens1 P

pokok. Dimensi pokok tersebut salah*sdunya
adalah kebijakan publik. Menurut Dye (dalam
Badjuri dan Y uwono, _2003 8) “kebijakan publik
itu apapun balkryang tidak" dilakukan maupun
yang dllakukan oleh pemerintah”.

'Fahap—tahap kebijakan publik menurut
Wi.rfarno (2007:82-34) adalah sebagai beri Kut: 1.
Tahap penyusunan agenda, 2. Tahap formulasi

kgbljakan 3. Tahap adops kebijakan, 4. Tahap
m’qolementas kebijakan, 5. Tahap evaluas.
ketal jakan. Dari berbagai tahap kebijakan publlk'

Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab,
2005:65) menegaskan bahwa

“Implementasi merupakan memahami apa yang
senyatanya terjadi sesudah suatu program
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan
fokus perhatian implementasi kebijaksanaan,
yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan
yang timbul sesudah disahkannya pedoman-
pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup
baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya
maupun untuk menimbulkan akibat/dampak
nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

“Menurut  Agustino  (2008:140)  ada
beberapa rhﬁédel.,_m pendekatan  implementas
kebijakan.. publik yéitU:..(}) Donald Van Metter
dan Carl van Horn, (2) DghTel Mazmanian dan
Paul Sabatier, (3) George C. Edwards [, (4)
MerlleeS Grindle. 5.

Berdasarkan

!

| pefmasdahan  %dan
'perkp‘mbangan teori kebijakan publik yang telah
dipaparkan, teori yang paling relevan untuk

menganalisi's  sumberdaya dalam  proses

_|mplementas kebijakan pencatatan keléhlran

tersebut tahap yang diteliti adalah tdiaapi,}l

jiiiada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
|mpI qmentasu kebijakan dalam proses penca@!an |

:L(abupaten Landak adalah teori Ggorge C.

kel ahn‘-an
I-ﬁll (1993:260) menegaskan bahwa:

“i mpl ementatl on structures are . not

Edwards I1. Inti dari pemikiran teori George C.
Edwards Il sebagaimana diungkapkan oleh

 Joke-Wjdodo (2012:96) adalah: (1) Komunikasi,
(2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur

Birokrasi.

organlzatlobs They are comprised of parts of -
many  organizations,  organizations are
comprised of fparts f many -programmes. As
analytic construets, implementation structures
are conceptualized..to identify the units of
purposive action ‘whieh—._implement
programmers. They are ‘phenomenological
administrative units’, partly defined by their
participating members”.

Dengan adanyapenélitian ini diharapkan
preses—iffplementas  kebijakan  pencatatan
kelahiran terus ditingkatkan dan redlitas
pengurusan akta kelahiran serta pembuatan
aktanya semakin meningkat. Secara Teoritis
hasil penditian ini  diharapkan  dapat
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memperkaya kajian ilmu kebijakan publik
khususnya tentang proses implementas
kebijakan publik dan dapat digunakan sebagai
kajian referensi untuk penelitian sgenisnya.
Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi masukan bagi
pengambil kebijakan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak dan

dapat menjadi masukan bagi warga mawarakat S

tentang arti penting dan manfaat akta kelahi ran

i

-~
METODE PENELI'I:JAN
Untuk mendapatkan informasi tentang
sumberdaya dalam; ..proses |mplementas
kebljakan pencatatan™ kelahiran pada Dinas
quéndudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten
Landak makadalam penelitian ini% memilih

u.[‘ltuk menggunakan jenis penelitian deskrlpt|f~
déngan pendekatan dan analisis kualitatif. Selaln.

|tun yang~ menjadi informan dipilih dan'
dlte’tapkan secara purposive  dan telinlk’,}ll ""':F, implementasi  kebijakan sdlah  satunya

lrh-: disebagiankan oleh karena staf yang tidak

inci dga.ntal . '
'igalam penelitian ini, peneliti *-':

mengglJT'nakan teknik
pengumputan data primer dan sekunder
sekaligus bﬂrfungs sebagal check-and cross™
check data yar"iq dikumpul kan. Oleh karena itu,

pengumpulan datzi primer mempergunakan

teknik wawancara dan observasi. Wawancara_

ditujukan kepada informasi kunci yang terdiri
dari Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, Kepala
Bidang Pencatatan Sipil, dan Kepala Seks
Kelahiran dan Kematian. Selain itu, peneliti juga
Kunayah

verification

w0
triangulasi- untuk

menggali tanggapan  dari masyarakat.
Pengumpulan data sekunder bersumber dari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Landak melalui studi dokumen.
Dalam teknik analiss data, pendliti
menggunakan model Miles and Huberman, yaitu
data reduction (data reduksi), data display
(penygjian data), dan conclusion drawing/
(penarikan  kesimpulan  dan
verlfrkas) Teknik analisis data dilakukan dalam
proses untikes mencarl dan menyusun secara
sistematis data yang‘__‘dlperoleh dari hasil
wawancara; catatan Iapaﬁﬁank’dan bahan-bahan
lain, sehingga dapat mudah':"‘diigahami, dan
temtiannya dapat diinformasikan kepada orang
lain. %,

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Sumber DayaManusia ;
Kegagalan yang sering _terjadi dalam

mencukupi, memadai, ataupur; tidak
kompeten dibidangnya. Dalam pelaksanaan
kebijakan pencatatan kelahiran Sumber daya
manusia yang-ada kurang mencukupl seperti
yang :diungkapkan olelr Kepala Dinas
dap * Pencatatan Sipil
__Kabupaten- L'andélz yang mengungkapkan
bahwa:

“untuk sumber daya manusia itu
kuantitasnya kurang, kualitasnya sudah
bisa diandalkan, kuantitasnya yang
sedikit. Di Capil itu diambil tenaga

Kependudukan
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harian (honorer) untuk register” (YM,
Juni 2013).

Ha senada juga diungkapkan oleh
Kepala Bidang Pencatatan Sipil yang
mengungkapkan bahwa:

“disini  yang nangani  pencatatan
kelahiran ada 4 orang, 2 orang dibagian
operator komputer, yaitu 1 orang PNS
dan 1 orang honorer, lalu dibagian

pencatatan register juga ada 2 orang,...

yaitu 1 orang PNS dan 1 orang_ honofer.
Jumlah yang segitu itu_beltim cukup
makanya ditambah.=*fengan  tenaga
hnorer untuk mpmﬁantu PNS, tapi yang
jelas masihweMemerlukan .SDM?, (HM,
Juni 2018).

Aplé yang disampaikan oleh Kepaa
D_jné’é Kependudukan dan Pencatat'an. Sipil
_;'Kdabupaten Landak dan Kepaa B1idang

Dalam 1 hari ada 100-200 pemohon
yang masuk. Kemampuan masing-masing
operator komputer dan pencatatan register
daam 1 hari hanya dapat memproses 30
berkas setiap orangnya. Jadi dalam 1 hari ada
sekitar 140 yang tidak dapat diproses. Kepala
Seksi Kelahiran dan Kematian,
mengungkapkan bahwa:

“setelah diadakan sosialisas  animo
masyarakat luar biasa membuat akta

“sakelahiran, dulu dllam 1 hari rata-rata

ada30- -40 sekarang meningkat lagi dan
nampakiya, terjadi  kenaikan pesat
yang dalam 1« hari ratarrata ada 100-
200 lebih dlkarenakan penduduk yang
terlambat® membuat ™ “akta kelahiran
tidak lagi melalui Pengadilan Negeri”
(JLN, Juni 2013). -

. Apa yang telah dlsampalkan wleh

,_ Pencatatan Sipil wbagaimanakutip'an di atas . Kepala Seksi Kelahiran™ dan Kemzi)tlan

_i,_menunjukkan bahwa staf yang ada untuk:__ sebagaimana kutipan di atas menunjl{kkan
"-memproses pencatatan kelahiran jika dilihat = bahwa animo masyarakat dalam membuat
=dar| segi  kuantitasnya adalah kurarig , . akta kelahiran semakin meningkat. Se_belum
%dangkan dari segi kualitasnya sudah odc? ﬂp ]'F ada keputusan Mahkamah Kongtitus' (MK)
dl‘éndalkan Jumlah staf yang memppgsesi I: ;h. daam 1 hari hanya ada 30-40 Qémohon.

Sedangkan setelah adanya keputusan MK

perfcatatan kelahiran pada bidang pencatatan '..
sipil Qerjumlah 4 orang. Dua orang operator N

kompul'qr dan 2 orang. pencatatan register.

Masing- masng bagian terdiri dar| 1 orang
berstatus Pegawal Negeri: Sipil (PNS).dan 1
orang pegawéi harian (honorer). Kurangnya
staf tersebut mengaidbafké'n “keterlambatan.-
dadam mendistribuskan  kutipan  akta
kelahiran kepada masyarakat, sehingga
kebijakan untuk merekrut tenaga honorer pun
dilakukan.

Kunayah
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dalam 1 hari meningkat menjadi 100-200
pemohon. Animo masyarakat: ryang tinggi
dikarenakan ba_g_i]i.'yang berug-é{ di atas 1 tahun
tidak lagi melalui Pengadilan Negeri sesuai
dengan keputusan MK. J

. —idednya adalah dengan permohonan

akta kelahiran yang masuk antara 100-200
berkas, maka khusus untuk bidang pencatatan
sipil harus memiliki minimal 6 orang masing-
masing operator komputer dan pencatatan

register. Dengan 6 orang tersebut akan
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membawa manfaat dan dampak yang besar
untuk pelayanan pencatatan kelahiran.
Dampak dan manfaat tersebut tentunya
peningkatan dalam pelayanannya, sehingga
pegawai yang memproses pencatatan
kelahiran tidak lagi kewalahan dan juga
tiddk ada lagi keterlambatan dalam
mendistribusikan kutipan akta kelahiran.

Kecukupan staf dengan keahlian dan I

kemampuan  (kompeten dan .rkapabel)
diperlukan pula dalam mengrmplementasrkan
kebijakan pencataﬂ;arl"ReIahrran Keahlian dan
kemampuan.: para staf *, tercermin  dari
pernya_taan salah | satu “warga Darit yang
sedang mengurus” akta kelahiran . untuk
k.a'r;aknya yang. akan melanj utkan._pendr‘di kan

tergantung kepada sumber daya manusia
(aparatur) yang  bertanggung  jawab
mel aksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dari
berbagai sumber menunjukkan bahwa
sumber daya manusia yang ada di Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
Kabupaten Landak dalam  memproses

pencatatan kelahiran kurang mencukupi,

"'sehrngga terjadinya keterlambatan dalam

mendi strl"bus kan kepada masyarakat.

,

. Sumber DayaAnggaraﬁ" "

Terbatasnya sumber daxa keuangan

(anggaran) akan memengaruhi kéberhasrlan
'pelakganaan kebijakan ..dan program ‘tidak

‘_‘ akademi "keperawatan (akper) yang penulis dapat dilaksanakan dengan-optimal. Jumlah
anggaran untuk bidang pencatatan sipil pada
tahun 2012 sebesar Rp.. 504 883_000-

sedangkan pada tahun 2013 anggaran

b temui di_Kantor Dinas Kependudukan dar‘r =
| Pencatatan Sipil Kabupaten Landak. Bellau. |
imengungkapkan bahwa: |
”,. “mereka  sepertinya  paham den'gan" ""'I‘-: tersebut mengalami  peningkatan rnr;enjadi

_,". g/%raztngar};et:ﬁ:uk%&tb;ﬂ?:ng dmi‘ ': J Rp.669.295.000,-. Anggaran terwbaf berasal
-kanm dijelaskan apa ga yang harus '4 dari adokasi Anggaran Pendapatan dan
x;ll_rlengkapr" (MLS, Juni 2013) - Belanja. Daerah (APBD) murni /K abupaten

Landak. Anggaran sebesar_,'itu dinilai

Lt

H'A_rpa yang disampaikan oleh warga

Darit tersebut sebagaimana kutipan di atas™ kurang memada sebagaimafia diungkapkan

olieh Kiepala Bidang Pencatan Sipil:

“anggaran sebesar’ itu hanya cukup
_didlokasikan™ untuk  kegiatan bidang
pencatatan sipil seperti sosidisas dan
pencatatan register” (HM, Juni 2013).
Apa yang disampaikan oleh Kepaa

menunjukluk"an bahwa peléksanaan kebijakan
berjdlan secdra efektif. Para staf sudah
mengetahuli apa}éng'harusdilaku&an dengan
baik.

Beberapa informasi yang telah
diungkapkan merupakan perwujudan Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana kutipan
penggunaan teori Geoge C. Edwards IlI. di atas menunjukkan bahwa sumber daya
Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat

Kunayah 6
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Anggaran yang ada

dialokasikan untuk kegiatan bidang seperti

hanya cukup
sosialisasi dan pencatatan register.

Terbatasnya anggaran
menyebabkan para pelaku kebijakan tidak
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
tidak

mendapatkan incentive sesuai dengan apa

juga

secara optima  dan  mereka

yang diharapkan, sehingga menyebabkan
gagalnya pelaksanaan program Terbatasqya
incentive menyebabkar_l_ P para staf bekerja
secara sukarela, sep‘ErT[i yang diungkapkan
oleh Kepala Dlnas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Landak:

Jf<arena keterbatasan dana, maka insentif
,-3' untuk mereka dikatakan kurang dan staf
7 sukarela“Kami dituntut untuk bekerja
| lebihbaik tapi insentif untuk mereka
kurang” (YM, Juni 2013) ;
Apa yang disampaikan oleh Kepala—

Dinas Kependudukan dan Pencatatan S|p||a |

Kabupaten Landak sebagaimana kutipan =d| A | &
5" 4, |
%as menunjukkan bahwa incentive un‘uk ! / ]'5
I

palia pegawai kurang. Hal ini dlsebabkan'ol"m |

terbatasnya anggaran yang tersedia, sehingga 'I

1
|

2 ..

para begawal bekerja secara sukarela.

Te_rbatasnya anggaran  menyebabkan
rendah
terhadap ben_capaian tujUan dan sasaran
kebijakan yangstelah ditetapkan. Hal ini
sebaliknya, disposis para pelakukebijakan-
yang ada di
Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tinggi
seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi
Kelahiran dan Kematian:

disposisi "kpara pelaku kebijakan

Dinas Kependudukan dan

Kunayah
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I_<erj aan.

“keinginan mereka dalam bekerja cukup
aktif karena kalau 1 hari sgjatidak kerja
sudah numpuk kerjaannya” (JLN, Juni
2013).

Apa yang disampaikan oleh Kepaa
Seksi Kelahiran dan Kematian sebagaimana
kutipan di  atas menunjukkan bahwa
terbatasnya anggaran tidak mempengaruhi
sikap dalam

mel aksanakan pencatatan

dan  perilaku  mereka

kebijakan

.ﬁkelahlran Meskipun para pegawai sadar

bahwa anggaran yang tersedia kurang, namun
dalam bekerja mereka tetap aktif. Hal ini
dikarenakan kalau 1ha[| sgja mereka tidak
ter]

masuk  maka.;akan - penumpukan

Terbatasnya anggaran yang; tersedia
meriyebabkan kualitas pelayanan pada publik
y’e;ng harus diberikan kepadamasyarakat juga
terbatas. Pelayanan yang .terjadi tercermin
dari pernyataan salah satu wafga Bapyuke
Hulu yang hendak mengurus akta kefahiran
, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) yangi- penulis

untuk menj adi anggota
temui_di kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Landak. Beliau
mengungkapkan-bahwa: )

“pelayanannya sih badus, pegawainya
ramah-ramah, hanya sgja’pas duduk nunggu
lama gak ada semacam air minum yang
disediakan” (BTduni 2013).
~~Apa yang disampaikan oleh warga

Banyuke Hulu tersebut sebagaimana kutipan
di aas menunjukkan bahwa kualitas
pelayanan pada publik yang diberikan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Kabupaten Landak kurang efektif. Para staf
sudah berusaha untuk memberikan pelayanan
yang terbaik meskipun mereka sadar bahwa
incentive yang mereka kurang.

Beberapa informasi yang telah
diungkapkan merupakan perwujudan dari
teori George C. Edwards I1l. Sumber daya
anggaran diperlukan untuk  membiayai
operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. e

Berdasarkan beberapa mformas yang
telah diungkapkan menunjukkan bahwa
sumber daya arzggﬁran untuk mendukung
kebijakan p_encé?atan kelahiran di Kabupaten
Landak " kurang: .-smemadai, sehingga
mempengaruhl dalam proses pelaksanaan
k'ebuakan pencatatan  kelahiran ', dan

;' mengakibatkan incentive untuk para pegawa

W
I

b juga kurang.

C. Sumber Daya Peraatan (Fasilitas) 1

h

L Sumber daya peraatan merupakani.}, 'F

L
e

w[anayang digunakan untuk operasional _5551 | I'* ]lr

mﬁlementasu suatu kebijakan yang akan '4

memudahkan dalam memberikan pelayanan. -

Informasl sarana dan- prasarana yang ada
untuk mendukung kebljakan pencaIaIan
kelahiran dlungkapkan aleh;Kepaa Dinas
Kependudukah " dan  Pencatatan  Sipil
K abupaten Landak. Béliawmengungk_apkan_
bahwa:

“belum memadai, kondisinya itu tidak
ada ruang petemuan dan gudang/ruang
arsip belum dijamin keamanannya bagi
arsipnya karena belum dibuatkan
tempat khusus untuk arsip. Karena

Kunayah
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yang asli di smpan oleh kita, harusnya
dismpan dengan baik dan harus ada
ruangan khusus jangan sampai hilang”
(YM, Juni 2013).

Apa yang disampaikan olen Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Landak sebagaimana kutipan di
atas menunjukkan bahwa sarana dan
prasarana yang ada untuk mendukung
pelaksanaan pencatatan kelahiran belum

“=w memadai. Kondisinya yang terjadi adalah

tidal?'had@r_gang pertemuan dan ruang arsip
atau gudanémr’rlas_'_h kurang, sehingga arsip
belum “terjamin kaamar_lannya Seharusnya
arsip yang.‘eda disimpan“tengan baik di
rangan khusas karena merupak"anxdokumen
-'Lyang adli, sedangkan yang disampaikan
kepada masyarakat hanya:berupa kuti paﬁnya
Ha '-

Bagaimana peralatan-(faslitas) yang
ada ddam  melaksanakan. kebijakan
: pencatatan kelahiran?.

Untuk menjawab pernyataan d| atas
- penulis mendapatkan informasi dan Kepala
Bidang Pencatatan Sipil. Beliau
mengungkapkan bahwa: ;

“untuk_sarana kerja sep'érti komputer
sudah relatif cukup, yang masih terbatas
adalah ™ masalah ruapgan arsip/gudang
belum representatif. Ruangan kerja
terpaksa harus -dijadikan ruang arsip”
_(HM-3uni 2013).

Apa yang disampaikan oleh Kepala
Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana kutipan
di atas menunjukkan bahwa untuk sarana
kerja seperti komputer sudah memadai,

sedangkan yang masih kurang adalah ruang
8
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arsip atau gudang, sehinggga ruangan kerja
juga terpaksa harus dijadikan ruang arsip.
Hal ini
gudang yang tersedia sudah tidak dapat

dikarenakan ruangan arsip atau

menampung lagi arsip-arsip yang ada.
Bagaimana dengan sistem online yang
mengubungkan antara kecamatan dengan
kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  untuk
kebijakan pencatatan kelahiran?. ==
Untuk menj awah pefnyataan di atas

mendukung

penulis mendapatkaﬁ informasi dari Kepala
Seksi Kelahlran dan -Kematian: ~ Beliau
mengungl'{apkan bahwa:

4untuk catatan sipil itu belum ada Sistem
4 online dan baru akan direncanakarttahun
ini” (JLN}Juni 2013).

Apayang disampaikan oleh Kepaa

| i

_;‘ Seksi Kelahiran dan Kematian sebagaimana-
;-kutipan di atas menunjukkan bahwa sumber.
!daya fasilitas untuk menghubungkan antar'

Recamatan dengan Dinas Kependudukan"dan’,'}l
Pqncatatan Sipil belum ada sistem on_l]lﬁe (h I'*
%h%gga jika akan membuat akta kelah|ran -':
masyarakat yang jauh diperdalaman harus -

daIang ke kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang berada i Kabupaten
Fas_htas yang tersedla di = kanter
Dinas Keper;durd_‘ukan dan Pencatatan Sipil
untuk masyarakat tercarmin=dari _pernyataan
salah satu warga Darit yang sedang mengurus
akta kelahiran untuk anaknya yang akan
melanjutkan pendidikan akper yang penulis
temui di kantor Dinas Kependudukan dan
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pel aksanaan),..

|

Iﬂr..t

Pencatatan Sipil.
bahwa:

“kalau kami lagi nunggu lama itu ada
tempat duduk yang disediakan dan ada
juga tv trus ruangannya pun gak panas.
Pokoknya kalau kami nunggu lama itu
gak bosan jadinya karna bisa sambil
nonton tv” (MLS, Juni 2013).

Apa yang disampaikan oleh warga

Beliau mengungkapkan

Darit  sebagaimana

bahwa

kutipan di  aas

menun;j ukkan faslitas  yang

o “dlsedlakan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatateih S|p|| kepada masyarakat sudah
cukup baik. Tersedlanya tempat duduk dan
televisi ' untuk mas/arakat yang sedang
menunggu berkas untuk dlprases membuat

masyarakat merasa nyaman. -y

yang ™ \telah
dl,ungkapkan tersebut berkaitan dengan teorl
George C. Edwards lII.
faktor penting

kabijakan.

mungkin  memiliki staf yang men(::ukupi,

Bebergpa informasi
Fasilitas fisk Juga
dalam

|
Implermentor

merupakan
implementasi

,, mengerti apa yang harus dilakukangya, dan
wewenang untuk melai&anakan
tetapi
pendukung (sarana dan pra&érana) maka
implementasi-kebijakan tersébut tidak akan
bérhésil. L

memiliki

tugasnya, tanpa adanya fadlitas

Berdasarkan h{:\sil _Wawancara tersebut

 bahwa.sumber daya peralatan atau fasilitas

yang ada di
Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk
mendukung proses pelaksanaan kebijakan

Dinas Kependudukan dan

pencatatan kelahiran kurang memadai. Tidak

ada ruang pertemuan dan kurangnya ruang
9
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arsp atau gudang menjadi bukti bahwa
fasilitas yang ada belum memadai.
PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan

pembahasan yang telah dipaparkan dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut ini:

a Sumber

' mendistribusikannya

by

|

daya manusia pada
Kependudukan  dan Pencatatan S|p||
Kabupaten  Landak __ynm'[f memproses
pencatatan  kelahirdh i kurang mencukupi.
Oleh karena _itijf's.ebai knya'perlu penarhbahan
staf dend’an cara \merekrut tenaga honorer
agar- tldak kewalahan dalam memprosesnya
d‘an tidak lagi terjadi keterlambatan Galam
Sumber.daya anggaran untuk pelaksanaarr
-proses pencatatan kelahiran kurang memadal.

ﬁdan hanya cukup untuk kegiatan bldangI

5encatatan sipil  seperti sosialisasi * an ."'*‘

pmcatatan register, sehingga incentive Ug) uk | |Ii

para pegawai kurang. Oleh karena |tu o
¥

LE

sebarklnya perlu penambahan anggaran.agar ™
para pegawal mendapatkan incer}tive_ yang
sesuai detigan apa yang tefah dikerjakan.
Sumber daya peralatan-' (fasilitas) = untuk
mendukung ﬁ'prgsas pencatatan kelahiran
“Tidak=adanya

pertemuan dan kurangnya ruang arsip atau

kurang memadai. _ruang_
gudang menjadi bukti bahwa fasilitas yang
ada belum memadai. Oleh karena itu

sebaiknya perlu adanya ruang pertemuan dan

Kunayah
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Dlnas.., _

{

| ar

penambahan ruang arsip atau gudang agar
arsip yang asli dapat terjamin keamanannya.
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